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PENGUMUMAN
RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
PT VKTR TEKNOLOGI MOBILITAS Tbk.

PT VKTR TEKNOLOGI MOBILITAS Tbk, berkedudukan di Jakarta Selatan, dengan ini memberitahukan bahwa pada hari Selasa, tanggal 19
Mei 2026 di Ruang Nusantara, Bakrie Tower, Lantai 36, Kawasan Rasuna Epicentrum, JI. H.R. Rasuna Said, Karet Kuningan, Setiabudi, Jakarta
Selatan, Indonesia, telah diadakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (selanjutnya disebut “RUPSLB” atau “Rapat”) PT VKTR
TEKNOLOGI MOBILITAS Thbk. (selanjutnya disebut “Perseroan”). RUPSLB dibuka pada pukul 16.06 Waktu Indonesia Barat dan RUPSLB

dihadiri oleh Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yakni:

A. RUPSLB dihadiri oleh Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan sebagai berikut:

Dewan Komisaris :

— Tuan Anindya Novyan Bakrie, bertindak selaku Wakil Komisaris Utama Perseroan.



Direksi :

Tuan Anindra Ardiansyah Bakrie, bertindak selaku Direktur Utama Perseroan,
Tuan Mochammad Yana Aditya, bertindak selaku Direktur Perseroan,

Nyonya S Erika Mouna Hamizar, bertindak selaku Direktur Perseroan,

Tuan Valentinus Bimo Kurniatmoko, bertindak selaku Direktur Perseroan,
Tuan Ir. Achmad Amri Aswono Putro, bertindak selaku Direktur Perseroan,

Tuan Dino Ahmad Ryandi, bertindak selaku Direktur Perseroan,
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Nyonya Indah Permatasari Saugi, bertindak selaku Direktur Perseroan.

Bahwa RUPSLB dihadiri secara online oleh Dewan Komisaris Perseroan sebagai berikut:

— Tuan Dr. Dino Patti Djalal, bertindak selaku Komisaris Independen Perseroan.

Kuorum Kehadiran Para Pemegang Saham

Bahwa ketentuan mengenai kuorum untuk sahnya penyelenggaraan RUPSLB adalah berdasarkan:
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» Untuk mata acara pertama dan ketiga RUPSLB berlaku ketentuan berdasarkan ketentuan Pasal 41 ayat (1) huruf a POJK 15 dan Pasal
13 ayat (2) angka 1 huruf a Anggaran Dasar Perseroan, bahwa RUPSLB sah apabila dihadiri/diwakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian
dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan dan berdasarkan ketentuan Pasal 41 ayat
(1) huruf ¢ POJK 15 dan Pasal 13 ayat (2) angka 1 huruf ¢ Anggaran Dasar Perseroan, RUPSLB dapat mengambil keputusan yang sah
dan mengikat apabila disetujui lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh suara yang hadir dalam RUPSLB.

» Untuk mata acara kedua dan keempat RUPSLB berlaku ketentuan berdasarkan ketentuan Pasal 42 huruf (a) POJK 15 dan Pasal 13 ayat
(2) angka 4 huruf a Anggaran Dasar Perseroan, bahwa RUPSLB sah apabila dihadiri/diwakili paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian
dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan dan berdasarkan ketentuan Pasal 42 huruf
(b) POJK 15 dan Pasal Pasal 13 ayat (2) angka 4 huruf b Anggaran Dasar Perseroan, RUPSLB dapat mengambil keputusan yang sah
dan mengikat apabila disetujui lebih dari 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh suara yang hadir dalam RUPSLB.

- Dalam RUPSLB telah dihadiri oleh para pemegang saham atau kuasanya yang sah yang hadir atau diwakili dalam RUPSLB sebanyak
33.412.658.144 (tiga puluh tiga miliar empat ratus dua belas juta enam ratus lima puluh delapan ribu seratus empat puluh empat) saham
atau sebesar 76,37% (tujuh puluh enam koma tiga tujuh persen) dari 43.750.000.000 (empat puluh tiga miliar tujuh ratus lima puluh
juta) saham, yang merupakan seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan sampai dengan tanggal diselenggarakannya
RUPSLB.
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Sehingga dengan demikian RUPSLB telah memenuhi kuorum sebagaimana dimaksud dalam POJK 15 dan Anggaran Dasar Perseroan,

dari dan oleh karenanya RUPSLB dinyatakan sah dan dapat mengambil keputusan yang sah dan mengikat Perseroan.

C. Mata Acara RUPSLB

1)

2)
3)

4)

Persetujuan atas rencana Perseroan untuk melakukan Penambahan Modal dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih
Dahulu I (“PMHMETD I”) kepada para pemegang saham Perseroan berdasarkan Peraturan OJK No. 32/POJK.04/2015
tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu sebagaimana
diubah dengan Peraturan OJK No. 14/POJK.04/2019 tentang Perubahan atas Peraturan OJK No. 32/POJK.04/2015 tentang
Penambahan Modal Perusahaan Terbuka dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu serta sebagaimana dicabut
sebagian oleh Peraturan OJK No. 45 Tahun 2024 tentang Pengembangan dan Penguatan Emiten dan Perusahaan Publik
(“POJK 32/2015”);

Persetujuan atas perubahan ketentuan Pasal 4 ayat (1) anggaran dasar Perseroan, terkait peningkatan modal dasar Perseroan;
Persetujuan perubahan Pasal 4 ayat (2) anggaran dasar Perseroan sehubungan dengan peningkatan modal ditempatkan dan
disetor Perseroan sehubungan dengan pelaksanaan PMHMETD I; dan

Persetujuan atas perubahan Pasal 3 anggaran dasar Perseroan terkait penyesuaian Pasal 3 anggaran dasar Perseroan dalam

rangka penyelarasan dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (“KBLI”) 2025.
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Sebelum pengambilan keputusan, Pimpinan RUPSLB memberikan kesempatan kepada pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan

dalam pembahasan setiap mata acara RUPSLB. Tidak ada pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dalam setiap mata acara RUPSLB.

Mekanisme Pengambilan Keputusan

Keputusan diambil secara musyawarah untuk mufakat, namun apabila pemegang saham atau kuasa pemegang saham ada yang tidak

menyetujui atau memberikan suara abstain, maka keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.

Keputusan RUPSLB

Mata Acara Pertama RUPSLB

Jumlah Pemegang
Saham Yang Bertanya

Tidak ada.

Hasil Pemungutan

Suara

Setuju

(termasuk suara abstain)

Abstain

Tidak Setuju
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RUPSLB

dengan suara bulat.

disetujui

Sebanyak 33.412.658.144 (tiga puluh
tiga miliar empat ratus dua belas juta
enam ratus lima puluh delapan ribu

seratus empat puluh empat) saham

Sebanyak 530.100 (lima ratus tiga
puluh ribu seratus) saham.

-Bahwa sesuai dengan Pasal 47
POJK 15 dan Pasal 13 ayat (2)

Tidak ada.

atau sebesar 100% (seratus persen) | angka 8 anggaran dasar Perseroan,

dari jumlah suara yang hadir dalam | suara hadir namun tidak
RUPSLB. mengeluarkan ~ suara  (abstain)
dianggap mengeluarkan suara yang
sama dengan suara mayoritas
pemegang saham yang

mengeluarkan suara.

Keputusan Mata Acara
Pertama RUPSLB

1. Menyetujui atas rencana Perseroan untuk melakukan PMHMETD | kepada para pemegang saham
Perseroan dengan menerbitkan sebanyak-banyaknya 25.000.000.000 (dua puluh lima miliar) saham
baru dengan nilai nominal sebesar Rp10 (sepuluh Rupiah) per saham berdasarkan POJK 32/2015.

2. Menyetujui pemberian kuasa dan wewenang kepada Direksi dengan hak substitusi, untuk melakukan
setiap dan seluruh tindakan sehubungan dengan hal-hal yang berkaitan dengan PMHMETD I, seperti
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penunjukan Penjamin Emisi / Pembeli Siaga, Kantor Akuntan Publik, Konsultan Hukum, Biro

Administrasi Efek dan lembaga-lembaga lainnya yang berkaitan serta memberikan kuasa dan

wewenang untuk melaksanakan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan PMHMETD |

melalui mekanisme penawaran umum terbatas dengan HMETD dengan memperhatikan peraturan

perundang-undangan yang berlaku dan peraturan yang berlaku di pasar modal, khususnya POJK

32/2015 termasuk namun tidak terbatas untuk:

Vi.

Vii.

menandatangani pernyataan pendaftaran untuk diajukan kepada OJK;

menentukan kepastian jumlah saham yang dikeluarkan dan rasio-rasio pemegang saham yang
berhak atas HMETD;

menentukan harga pelaksanaan dalam rangka PMHMETD I;

menentukan tanggal Daftar Pemegang Saham (“Daftar Pemegang Saham™) yang berhak atas
HMETD;

menentukan jadwal PMHMETD | dengan persetujuan Dewan Komisaris Perseroan;
menentukan rencana penggunaan dana yang diperoleh dari hasil PMHMETD I;
menandatangani surat-surat dokumen-dokumen yang diperlukan dalam rangka PMHMETD |
melalui mekanisme penawaran umum terbatas dengan HMETD, termasuk akta-akta Notaris
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viii.

berikut perubahan-perubahannya dan / atau penambahan-penambahannya;

menandatangani surat-surat dan dokumen-dokumen yang diperlukan, maupun melakukan
penyesuaian-penyesuaian atau tindakan-tindakan lainnya yang dianggap perlu dilakukan sesuai
dengan tanggapan OJK dan instansi yang berwenang lainnya serta ketentuan perundang-
undangan yang berlaku;

menyatakan atau menegaskan satu atau lebih keputusan Rapat dalam satu atau lebih akta Notaris
baik secara sekaligus atau terpisah; dan

melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan PMHMETD |
melalui mekanisme penawaran umum terbatas dengan HMETD, tanpa ada suatu tindakan pun
yang dikecualikan, kesemuanya dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-

undangan yang berlaku dan peraturan yang berlaku di pasar modal.

Menyetujui pemberian kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan dengan hak substitusi,

untuk melakukan setiap dan seluruh tindakan sehubungan dengan hal-hal yang berkaitan dengan

PMHMETD I, termasuk namun tidak terbatas untuk menyatakan penetapan dan realisasi jumlah

Saham Baru yang diterbitkan dalam PMHMETD 1, harga pelaksanaan HMETD, tanggal Daftar

Pemegang Saham Perseroan yang berhak atas HMETD, rasio pemegang saham Perseroan yang
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berhak atas HMETD, dan jadwal pelaksanaan PMHMETD |1, dan tindakan-tindakan lain
sebagaimana diusulkan oleh Direksi Perseroan sehubungan dengan pelaksanaan PMHMETD |,
dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk peraturan di bidang
pasar modal.

Menyetujui pencatatan seluruh Saham Baru pada BEI sesuai dengan peraturan perundang-undangan
yang berlaku.

Mengesahkan, meratifikasi dan menyetujui tindakan-tindakan yang telah dan akan dilakukan oleh
Dewan Komisaris dan/atau Direksi Perseroan dalam rangka PMHMETD | melalui mekanisme
penawaran umum terbatas dengan HMETD kepada Para Pemegang Saham, termasuk tetapi tidak
terbatas pada membuat dan/atau menyampaikan informasi termasuk prospektus awal, prospektus
dan prospektus ringkas sepanjang tindakan tersebut tetap memperhatikan POJK 32/2015 dan
peraturan di bidang pasar modal lainnya.

Menyetujui pemberian wewenang dan kuasa dengan hak substitusi kepada masing-masing anggota
Direksi Perseroan baik sendiri-sendiri ataupun bersama-sama untuk melakukan segala tindakan
yang berhubungan dengan keputusan Rapat ini, termasuk tetapi tidak terbatas untuk menghadap

pihak berwenang, memberi dan/atau meminta keterangan, mengajukan penerimaan pemberitahuan
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atas perubahan anggaran dasar Perseroan kepada Menteri Hukum Republik Indonesia maupun
instansi berwenang terkait lainnya, membuat atau serta menandatangani akta-akta dan surat-surat
maupun dokumen-dokumen lainnya yang diperlukan atau dianggap perlu, hadir di hadapan Notaris
untuk dibuatkan dan menandatangani akta pernyataan keputusan Rapat Perseroan dan

melaksanakan hal-hal lain yang harus dan/atau dapat dijalankan untuk dapat
terealisasi/terwujudnya keputusan Rapat.
Mata Acara Kedua RUPSLB
Jumlah Pemegang | Tidak ada.
Saham Yang Bertanya
Hasil Pemungutan Setuju Abstain Tidak Setuju
Suara (termasuk suara abstain)
RUPSLB disetujui | Sebanyak 33.412.658.144 (tiga puluh | Sebanyak 530.100 (lima ratus tiga | Tidak ada.

dengan suara bulat.

tiga miliar empat ratus dua belas juta
enam ratus lima puluh delapan ribu

seratus empat puluh empat)saham

puluh ribu seratus) saham.
-Bahwa sesuai dengan Pasal 47
POJK 15 dan Pasal 13 ayat (2)
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atau sebesar 100% (seratus persen) | angka 8 anggaran dasar Perseroan,
dari jumlah suara yang hadir dalam | suara hadir namun tidak
RUPSLB. mengeluarkan  suara  (abstain)
dianggap mengeluarkan suara yang
sama dengan suara mayoritas
pemegang saham yang

mengeluarkan suara.

Keputusan Mata Acara
Kedua RUPSLB

1. Menyetujui perubahan Pasal 4 ayat (1) anggaran dasar Perseroan terkait peningkatan modal dasar
Perseroan dari sebelumnya Rp800.000.000.000,- (delapan ratus miliar Rupiah) yang terbagi dalam
80.000.000.000 (delapan puluh miliar) saham menjadi sebanyak Rp1.750.000.000.000,- (satu triliun
tujuh ratus lima puluh miliar Rupiah) yang terbagi dalam 175.000.000.000 (seratus tujuh puluh lima
miliar) saham dengan nilai nominal Rp10,- (sepuluh) per saham.

2. Menyetujui pemberian wewenang dan kuasa penuh kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi,
untuk melaksanakan segala sesuatu yang dianggap perlu sehubungan dengan keputusan ini baik
sendiri-sendiri ataupun bersama-sama untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan terkait

keputusan Rapat ini, termasuk tetapi tidak terbatas untuk menghadap pihak berwenang, memberi
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dan/atau meminta keterangan, mengajukan permohonan persetujuan atas perubahan anggaran

dasar Perseroan kepada Menteri Hukum Republik Indonesia maupun instansi berwenang terkait

lainnya, membuat atau serta menandatangani akta-akta dan surat-surat maupun dokumen-dokumen

lainnya yang diperlukan atau dianggap perlu, hadir di hadapan Notaris untuk dibuatkan dan

menandatangani akta pernyataan keputusan rapat Perseroan dan melaksanakan hal-hal lain yang

harus dan/atau dapat dijalankan untuk dapat terealisasi/terwujudnya keputusan Rapat.

Mata Acara Ketiga RUPSLB

Jumlah Pemegang

Saham Yang Bertanya

Tidak ada.

Hasil Pemungutan Setuju Abstain Tidak Setuju
Suara (termasuk suara abstain)
RUPSLB disetujui | Sebanyak 33.412.658.144 (tiga puluh | Sebanyak 530.100 (lima ratus tiga | Tidak ada.

dengan suara bulat.

tiga miliar empat ratus dua belas juta
enam ratus lima puluh delapan ribu

seratus empat puluh empat)saham

puluh ribu seratus) saham.
-Bahwa sesuai dengan Pasal 47
POJK 15 dan Pasal 13 ayat (2)
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atau sebesar 100% (seratus persen)
dari jumlah suara yang hadir dalam
RUPSLB.

angka 8 anggaran dasar Perseroan,
suara hadir namun tidak
mengeluarkan  suara  (abstain)
dianggap mengeluarkan suara yang
sama dengan suara mayoritas
pemegang saham yang

mengeluarkan suara.

Keputusan Mata Acara
Ketiga RUPSLB

1. Menyetujui perubahan Pasal 4 ayat (2) anggaran dasar Perseroan terkait perubahan dan

peningkatan modal ditempatkan dan disetor Perseroan sehubungan dengan pelaksanaan

PMHMETD I.

2. Menyetujui pemberian wewenang dan kuasa penuh kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi,

untuk melaksanakan segala sesuatu yang dianggap perlu sehubungan dengan keputusan ini baik

sendiri-sendiri ataupun bersama-sama untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan terkait

keputusan Rapat ini, termasuk tetapi tidak terbatas untuk menghadap pihak berwenang, memberi

dan/atau meminta keterangan, mengajukan permohonan pemberitahuan perubahan anggaran dasar

Perseroan kepada Kementerian Hukum Republik Indonesia maupun instansi berwenang terkait
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lainnya, membuat atau serta menandatangani akta-akta dan surat-surat maupun dokumen-dokumen

lainnya yang diperlukan atau dianggap perlu, hadir di hadapan Notaris untuk dibuatkan dan

menandatangani akta pernyataan keputusan rapat Perseroan dan melaksanakan hal-hal lain yang

harus dan/atau dapat dijalankan untuk dapat terealisasi/terwujudnya keputusan Rapat.

Mata Acara Keempat RUPSLB

Jumlah Pemegang

Saham Yang Bertanya

Tidak ada.

Hasil Pemungutan Setuju Abstain Tidak Setuju
Suara (termasuk suara abstain)
RUPSLB disetujui | Sebanyak 33.412.658.144 (tiga puluh | Sebanyak 530.100 (lima ratus tiga | Tidak ada.

dengan suara bulat.

tiga miliar empat ratus dua belas juta
enam ratus lima puluh delapan ribu
seratus empat puluh empat)saham
atau sebesar 100% (seratus persen)

puluh ribu seratus) saham.

-Bahwa sesuai dengan Pasal 47
POJK 15 dan Pasal 13 ayat (2)
angka 8 anggaran dasar Perseroan,
hadir tidak

suara namun
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dari jumlah suara yang hadir dalam | mengeluarkan  suara  (abstain)

RUPSLB. dianggap mengeluarkan suara yang

sama dengan suara mayoritas
pemegang saham yang

mengeluarkan suara.

Keputusan Mata Acara
Keempat RUPSLB

Menyetujui perubahan Pasal 3 anggaran dasar Perseroan tentang Maksud dan Tujuan serta
Kegiatan Usaha Perseroan dengan penyesuaian terhadap kode KBLI 2025.

Menyetujui pemberian wewenang dan kuasa penuh kepada Direksi Perseroan guna untuk mengambil
segala tindakan dan melakukan hal-hal yang perlu dilaksanakan baik sendiri-sendiri ataupun
bersama-sama, untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan terkait keputusan Rapat ini,
termasuk tetapi tidak terbatas untuk melakukan penyesuaian maksud dan tujuan serta kegiatan
usaha Perseroan yang tercantum dalam Pasal 3 anggaran dasar Perseroan agar sesuai dengan KBLI
2025, termasuk tetapi tidak terbatas untuk menghadap pihak berwenang, memberi dan/atau meminta
keterangan, mengajukan permohonan persetujuan atas perubahan anggaran dasar Perseroan
kepada Menteri Hukum Republik Indonesia maupun instansi berwenang terkait lainnya, membuat

atau serta menandatangani akta-akta dan surat-surat maupun dokumen-dokumen lainnya yang
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diperlukan atau dianggap perlu, hadir di hadapan Notaris untuk dibuatkan dan menandatangani

akta pernyataan keputusan rapat Perseroan dan melaksanakan hal-hal lain yang harus dan/atau

dapat dijalankan untuk dapat terealisasi atau terwujudnya keputusan Rapat.

RUPSLB Perseroan ditutup pada pukul 17.00 Waktu Indonesia Barat.
Jakarta, Mei 2026

PT VKTR TEKNOLOGI MOBILITAS Thbk.
DIREKSI
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ANNOUNCEMENT
SUMMARY OF MINUTES
EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
PT VKTR TEKNOLOGI MOBILITAS Tbk.

PT VKTR TEKNOLOGI MOBILITAS Tbk, domiciled in South Jakarta, hereby announces that on Tuesday, May 19 2026 at Nusantara Room,
Bakrie Tower, 36th Floor, Rasuna Epicentrum Boulevard, JI. H.R. Rasuna Said, Karet Kuningan, Setiabudi, South Jakatta, has held an
Extraordinary General Meeting of Shareholders (hereinafter reffered to as the “EGMS” atau “Meeting”) of PT VKTR TEKNOLOGI
MOBILITAS Tbk. (hereinafter referred to as the “Company”). The EGMS was opened at 16.06 Western Indonesia Time and was attended by
the members of the Board of Commissioners and Directors of the Company, namely:

A. The EGMS was only physically attended in person by the Company’s Board of Commissioners and Directors as follows:

Board of Commissioners :

— Mr. Anindya Novyan Bakrie, acting as Vice President Commissioner of the Company.



Direksi :

Mr. Anindra Ardiansyah Bakrie, acting as President Director of the Company,
Tuan Mochammad Yana Aditya, acting as Director of the Company,

Mrs. S Erika Mouna Hamizar, acting as Director of the Company,

Mr. Valentinus Bimo Kurniatmoko, acting as Director of the Company,

Mr. Ir. Achmad Amri Aswono Putro, acting as Director of the Company,

Mr. Dino Ahmad Ryandi, acting as Director of the Company,

N o a ~ wDnh e

Ms. Indah Permatasari Saugi, acting as Director of the Company.

The EGMS was attended online by the following member of the Board of Commissioners of the Company:

—  Mr. Dr. Dino Patti Djalal, acting as Independent Commissioner of the Company.

Quorum of Attendance of Shareholders

Whereas the provisions regarding the quorum for the validity of holding an AGMS are based on:
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» For the first and third agenda items of the EGMS, the provisions of the Article 41 paragraph (1) letter a of the Indonesian Financial

Services Authority (“POJK”) No. 15/POJK.04/2020 concerning the Planning and Implementation of the General Meeting of
Shareholders for Public Companies (“POJK 15”) and Article 13 paragraph (2) point 1 letter a of the Company’s Articles of Association,
that the EGMS is valid if attended or represented by more than 1/2 (one-half) of the total shares with valid voting rights issued by the
Company and based on the provisions of Article 41 paragraph (1) letter c POJK 15 and Article 13 paragraph (2) point 1 letter c of the
Company’s Articles of Association, the EGMS may adopt valid and binding resolutions if approved by more than 1/2 (one-half) of the
total votes present in the EGMS.
For the second and fourth agenda items of the EGMS, the provisions of Article 42 letter (a) of POJK 15 and Article 13 paragraph (2)
point 4 letter a of the Company’s Articles of Association apply, namely that the EGMS is valid if attended or represented by at least 2/3
(two-thirds) of the total shares with valid voting rights issued by the Company and based on the provisions of Article 42 letter (b) of
POJK 15 and Article 13 paragraph (2) point 4 letter b of the Company’s Articles of Association, the EGMS may adopt valid and binding
resolutions if approved by more than 2/3 (two-thirds) of the total votes present in the EGMS.

- The EGMS was attended by shareholders or their valid proxies representing a total of 33,412,658,144 (thirty-three billion four hundred

twelve million six hundred fifty-eight thousand one hundred forty-four) shares or 76.37% (seventy-six point three seven percent) of
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43,750,000,000 (forty-three billion seven hundred fifty million) shares, which constitutes all shares issued by the Company as of the
date of the EGMS.

Thus, the EGMS has fulfilled the quorum requirements as stipulated in POJK 15 and the Company’s Articles of Association, and
therefore the EGMS was declared valid and authorized to make legitimate and binding decisions for the Company.

EGMS Agenda Items

1)

2)

3)

Approval of the Company’s plan to conduct a Capital Increase by Granting Pre-Emptive Rights I (“PMHMETD I”) to the
shareholders of the Company based on OJK Regulation No. 32/POJK.04/2015 concerning Capital Increase of Public Companies
by Granting Pre-Emptive Rights as amended by OJK Regulation No. 14/POJK.04/2019 concerning Amendments to OJK
Regulation No. 32/POJK.04/2015 concerning Capital Increase of Public Companies by Granting Pre-Emptive Rights and
partially revoked by OJK Regulation No. 45 of 2024 concerning the Development and Strengthening of Issuers and Public
Companies (“POJK 32/2015”);

Approval of amendments to Article 4 paragraph (1) of the Company’s Articles of Association regarding the increase of the
Company’s authorized capital;

Approval of amendments to Article 4 paragraph (2) of the Company’s Articles of Association regarding the increase of the

Company’s issued and paid-up capital in connection with the implementation of PMHMETD I; and
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4) Approval of amendments to Article 3 of the Company’s Articles of Association regarding the adjustment of Article 3 of the
Company’s Articles of Association in alignment with the 2025 Indonesian Standard Industrial Classification (Klasifikasi Baku

Lapangan Usaha Indonesia/“KBLI”) 2025.

Question & Answer Session

Prior to the voting process, the Chairman of the EGMS provided an opportunity for shareholders to raise questions regarding each agenda
item of the EGMS. No shareholders raised any questions for any of the EGMS agenda items.

Voting Proceedings Mechanism
Decisions were made based on deliberation to reach consensus. In the event of disagreement or abstention by any shareholder or proxy,

decisions were made based on the majority vote.

EGMS Resolutions

First Agenda Item of the EGMS
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Number of | None.
Shareholders Who
Raised Questions
Voting Results Agree Abstain Disagree

(including abstentions)

The EGMS

unanimously approved.

was

A total of 33,412,658,144 (thirty-
three billion four hundred twelve

million six hundred fifty-eight
thousand one hundred forty-four)
shares or 100% (one hundred

percent) of the votes present at the
EGMS.

A total of 530,100 (five hundred
thirty thousand one hundred) shares.
- Pursuant to Article 47 of
POJK and Article 13
paragraph (2) point 8 of the
Company’s  Articles of
Association, votes present
but abstaining are deemed to
the

cast same vote of

shareholders casting votes.

None.
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Resolution of the First
Agenda of the EGMS

To approve the Company’s plan to conduct PMHMETD 1 to the shareholders of the Company by

issuing a maximum of 25,000,000,000 (twenty-five billion) new shares with a nominal value of Rp10
(ten Rupiah) per share based on POJK 32/2015.
To approve the granting of authority and power to the Board of Directors with substitution rights, to

undertake any and all actions relating to matters connected with PMHMETD I, such as appointing

Underwriters/Standby Buyers, Public Accounting Firms, Legal Consultants, Share Administration

Bureaus and other related institutions, as well as granting authority and power to carry out all

necessary actions related to PMHMETD | through a limited public offering mechanism with pre-

emptive rights, taking into account prevailing laws and regulations and capital market regulations,
particularly POJK 32/2015, including but not limited to:

signing the registration statement to be submitted to OJK;

determining the exact number of shares issued and the ratios of shareholders entitled to pre-
emptive rights;

determining the exercise price in relation to PMHMETD I;

determining the date of the Register of Shareholders entitled to pre-emptive rights

determining the schedule for PMHMETD 1 with the approval of the Company’s Board of
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Vi.

Vii.

viii.

Commissioners;

determining the plan for the use of proceeds obtained from PMHMETD |

signing letters and documents required for PMHMETD 1 through a limited public offering
mechanism with pre-emptive rights, including notarial deeds and their amendments and/or
additions;

signing letters and documents required, as well as making adjustments or other actions deemed
necessary in accordance with responses from OJK and other competent authorities and prevailing
laws and regulations;

declaring or reaffirming one or more resolutions of the Meeting in one or more Notarial deeds
either simultaneously or separately; and

undertaking all and every action necessary in connection with PMHMETD 1 through a limited
public offering mechanism with pre-emptive rights, without exception, all in accordance with

prevailing laws and regulations and capital market regulations.

To approve the granting of authority to the Company’s Board of Commissioners with substitution

rights, to undertake any and all actions relating to matters connected with PMHMETD I, including

but not limited to declaring the determination and realization of the number of New Shares issued in

8
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PMHMETD I, the exercise price of the pre-emptive rights, the date of the Company’s Register of
Shareholders entitled to pre-emptive rights, the ratio of shareholders entitled to pre-emptive rights,
and the implementation schedule of PMHMETD I, and other actions as proposed by the Company’s
Board of Directors in connection with the implementation of PMHMETD |1, taking into account
prevailing laws and regulations including capital market regulations.

4. To approve the listing of all New Shares on the IDX in accordance with prevailing laws and
regulations.

5. To ratify, confirm and approve actions that have been and will be undertaken by the Board of
Commissioners and/or the Board of Directors of the Company in relation to PMHMETD | through a
limited public offering mechanism with pre-emptive rights to the Shareholders, including but not
limited to preparing and/or submitting information including preliminary prospectuses, prospectuses
and summary prospectuses insofar as such actions remain in compliance with POJK 32/2015 and
other capital market regulations.

6. To approve the granting of authority and power with substitution rights to each member of the
Company’s Board of Directors, either individually or jointly, to undertake all actions relating to this

Meeting resolution, including but not limited to appearing before competent authorities, providing
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and/or requesting information, submitting notification of amendments to the Company’s Articles of

Association to the Minister of Law of the Republic of Indonesia and other related competent

authorities, drafting and signing deeds, letters and other required or deemed necessary documents,

appearing before a Notary to prepare and sign the deed of statement of the Company’s Meeting

resolutions and carrying out other matters that must and/or may be undertaken to realize/implement

the Meeting resolutions.

Second Agenda Item of the EGMS

Number of
Shareholders Who
Raised Questions

None.

Voting Results

Agree

(including abstentions)

Abstain

Disagree

The EGMS was

unanimously approved.

A total of 33,412,658,144 (thirty-
three billion four hundred twelve

million six hundred fifty-eight

A total of 530,100 (five hundred
thirty thousand one hundred) shares.

None.
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thousand one hundred forty-four)
shares or 100% (one hundred
percent) of the votes present at the
EGMS.

Pursuant to Article 47 of
POJK and Article 13
paragraph (2) point 8 of the
Company’s  Articles  of
Association, votes present
but abstaining are deemed to
cast the same vote of
shareholders casting votes.

Resolution  of  the
Second Agenda of the
EGMS

1. To approve amendments to Article 4 paragraph (1) of the Company’s Articles of Association

regarding the increase of the Company’s authorized capital from previously Rp800,000,000,000 (eight
hundred billion Rupiah) divided into 80,000,000,000 (eighty billion) shares to Rp1,750,000,000,000
(one trillion seven hundred fifty billion Rupiah) divided into 175,000,000,000 (one hundred seventy-

five billion) shares with a nominal value of Rp10 (ten Rupiah) per share.

2. To approve the granting of full authority and power to the Company’s Board of Directors with

substitution rights, to carry out all matters deemed necessary in connection with this resolution, either

individually or jointly, including but not limited to appearing before competent authorities, providing
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and/or requesting information, submitting applications for approval of amendments to the
Company’s Articles of Association to the Minister of Law of the Republic of Indonesia and other
related competent authorities, drafting and/or signing deeds, letters and other required or deemed
necessary documents, appearing before a Notary to prepare and sign the deed of statement of the
Company’s Meeting resolutions and carrying out other matters that must and/or may be undertaken

to realize/implement the Meeting resolutions.

Third Agenda Item of the EGMS

Number of | None.
Shareholders Who
Raised Questions

Voting Results Agree Abstain Disagree

(including abstentions)

The EGMS was | A total of 33,412,658,144 (thirty- | A total of 530,100 (five hundred | None.
unanimously approved. | three billion four hundred twelve | thirty thousand one hundred) shares.

million six hundred fifty-eight
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thousand one hundred forty-four)
shares or 100% (one hundred
percent) of the votes present at the
EGMS.

Pursuant to Article 47 of
POJK and Article 13
paragraph (2) point 8 of the
Company’s  Articles  of
Association, votes present
but abstaining are deemed to
cast the same vote of
shareholders casting votes.

Resolution of the Third
Agenda of the EGMS

1. To approve amendments to Article 4 paragraph (2) of the Company’s Articles of Association

regarding changes and increases to the Company’s issued and paid-up capital in connection with the

implementation of PMHMETD |I.

2. To approve the granting of full authority and power to the Company’s Board of Directors with

substitution rights, to carry out all matters deemed necessary in connection with this resolution, either

individually or jointly, including but not limited to appearing before competent authorities, providing

and/or requesting information, submitting applications for notification of amendments to the

Company’s Articles of Association to the Ministry of Law of the Republic of Indonesia and other
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related competent authorities, drafting and/or signing deeds, letters and other required or deemed

necessary documents, appearing before a Notary to prepare and sign the deed of statement of the

Company’s Meeting resolutions and carrying out other matters that must and/or may be undertaken

to realize/implement the Meeting resolutions.

Fourth Agenda Item of the EGMS

Number of
Shareholders Who

Raised Questions

None.

Voting Results

Agree
(including abstentions)

Abstain

Disagree

The EGMS

unanimously approved.

was

A total of 33,412,658,144 (thirty-

three billion four hundred twelve

million six hundred fifty-eight
thousand one hundred forty-four)
shares or 100% (one hundred

A total of 530,100 (five hundred
thirty thousand one hundred) shares.
- Pursuant to Article 47 of
POJK and Article 13
paragraph (2) point 8 of the

None.
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percent) of the votes present at the
EGMS.

Company’s  Articles of
Association, votes present
but abstaining are deemed to
cast the same vote of

shareholders casting votes.

Resolution of the Fourth
Agenda of the EGMS

1. To approve amendments to Article 3 of the Company’s Articles of Association regarding the

Company’s Purposes and Objectives as well as Business Activities by adjusting to the KBLI 2025

codes.

2. To approve the granting of full authority and power to the Company’s Board of Directors to

undertake all actions and matters necessary, either individually or jointly, including but not limited

to making adjustments to the Company’s purposes and objectives as well as business activities as

stated in Article 3 of the Company’s Articles of Association in order to conform with KBLI 2025,

including but not limited to appearing before competent authorities, providing and/or requesting

information, submitting applications for approval of amendments to the Company’s Articles of

Association to the Minister of Law of the Republic of Indonesia and other related competent

authorities, drafting and/or signing deeds, letters and other required or deemed necessary documents,
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appearing before a Notary to prepare and sign the deed of statement of the Company’s Meeting
resolutions and carrying out other matters that must and/or may be undertaken to realize or

implement the Meeting resolutions.

The Company’s EGMS was closed at 17:00 Western Indonesian Time,
Jakarta, May 21 2026

PT VKTR TEKNOLOGI MOBILITAS Thbk.
BOARD OF DIRECTORS
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